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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pada kondisi perekonomian saat ini yang tidak menentu akibat
dampak dari pandemi Covid-19 yang belum bisa diprediksi kapan
berakhirnya. Sehingga akan berakibat kepada perusahaan yang berada
di luar negeri maupun di dalam negeri, maka indikasi berhasilnya suatu
perusahaan salah satunya adalah dengan mempertahankan ritme
kinerja perusahaan agar dapat mempertahankan pekerjanya. Memang

tidak semua pekerja yanI Bela-[ﬁMperusahaan memiliki

loyalitasyang.tinggi. Karena loyalitas tersebut sangat beragam.
Sehingga terkadang kepu&a@p@n@@nhu@rﬁan [ke@ Méénarkan
jika hal tu dijatuhkan pada pekerja yang dianggap sudah tidak produktif
karena tidak adanya pesanan produksi atau kinerja yang kurang serta
kepada pekerja yang telah melakukan kesalahan. Namun keputusan
tersebut akan bersifat mutlak tidak benar jika pemutusan hubungan
kerja harus dijatuhkan pada pekerja yang tidak melakukan kesalahan.
Jenis keputusan pemutusan hubungan kerja yang tersebut di atas
sering terjadi karena dorongan faktor eksternal maupun factor internal
perusahaan. Di Indonesia sendiri hak-hak pekerja masih dianggap
kalah dengan kepentingan perusahaan. Terlebih jika perusahaan

tersebut adalah perusahaan asing. Masalah pemutusan hubungan kerja



merupakan yang paling sensitif di dalam dunia ketenagakerjaan dan
perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, termasuk
oleh manajer sumber daya manusia, karena memerlukan modal atau
dana pada waktu penarikan maupun pada waktu pekerja tersebut
berhenti. Pada waktu penarikan pekerja, pimpinan perusahaan banyak
mengeluarkan  dana untuk  pembayaran  kompensasi dan
pengembangan pekerja, sehingga pekerja tersebut betul-betul merasa
ditempatnya sendiri dan mengerahkan tenaganya untuk kepentingan
tujuan dan sasaran perusahaan.

Kata ketenagakerjaan itu sendiri memiliki definisi, yaitu kejadian

atau kenyataan di mana ISBNE AgMnya disebut pekerja,

bekerja-pada.orang lain yang disebut sebagal engusaha, dengan
menerima__upah, ~ denga g;aDuQIQ ge@ fw)plrLJk@ Wrsoalan
antara pekerjaan bebas (di luar hubungan kerja) dan pekerjaan yang
dilakukan di bawah pimpinan (bekerja pada) orang lain,
mengenyampingkan pula persoalan antara pekerjaan (arbeid) dan
pekerja (arbeider)!. Selanjutnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi tenaga kerja yaitu setiap
orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk

masyarakat.?

1 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan, 1999), him. 3

2 Nikodemus Maringan, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Secara Sepihak oleh Perusahaan Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan”, Jurnal llmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 3, Tahun 2015, him. 2-11



Demikian juga pada waktu pekerja dilakukan pemutusan
hububungan kerja dengan perusahaan, maka perusahaan
mengeluarkan dana untuk pesangon atau hak lainnya yang berkaitan
dengan pemutusan hubungan Kkerja, sekaligus memprogramkan
kembali penarikan pekerja baru yang sama halnya seperti dahulu harus
mengeluarkan dana untuk kompensasi dan pengembangan pekerja.

Di samping masalah dana yang mendapat perhatian, juga yang
tak kurang pentingnya adalah sebab musabab pekerja itu berhenti atau
diberhentikan. Berbagai alasan atau sebab pekerja itu berhenti, ada
yang didasarkan permintaan sendiri, tapi ada juga atas alasan karena

peraturan yang sudah lIiB’r‘EuﬂlMgi pekerja tersebut

meneruskanpekeri@annya. Akibatnya dari pemberhentian berpengaruh
besar_terhadap pengusaigrgmppgtjrja. ﬁukl-p@r\é\/dengan
diberhentikannya dari perusahaan atau berhenti dari pekerjaan, berarti
pekerja tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan secara maksimal
untuk pekerja dan keluarganya. Atas dasar tersebut, maka manajer
sumber daya manusia harus sudah dapat memperhitungkan berapa
jumlah uang yang seharusnya diterima oleh pekerja yang berhenti, agar
pekerja tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sampai pada tingkat
dapat dianggap cukup. Pemutusan hubungan kerja pada dasarnya
merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai kaitan dengan
pengangguran, kriminalitas dan kesempatan kerja. Seiring dengan laju

perkembangan industri usaha serta meningkatnya jumlah angkatan



kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, maka permasalahan
pemutusan hubungan kerja merupakan topik permasalahan karena
menyangkut masalah kehidupan manusia.

Pemutusan hubungan kerja bagi pekerja merupakan awal
kesengsaraan karena sejak saat itu penderitaan akan menimpa pekerja
itu sendiri maupun keluarganya dengan hilangnya penghasilan. Akan
tetapi, dalam praktek, pemutusan hubungan kerja masih juga terjadi di
mana-mana. Bagi perusahaan terjadinya pemutusan hubungan kerja
sebenarnya merupakan suatu kerugian karena harus melepas
pekerjanya yang selama ini sadar atau tidak sadar sudah dilatih dengan

mengeluarkan ongkos yarPB)E(ﬁMnengetahui cara-cara

kera-yang.dibutuhkan perusahaan, tetapi kadang-kadang justru
perlu___diadakan pemutugn Qumrgapklerjpuﬁuk @}él\gmatkan
perusahaan serta untuk mencegah korban yang lebih besar.

Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja bukan hanya
menimbulkan kesulitan dan keresahan bagi pekerja, tetapi juga akan
menimbulkan kesulitan dan keresahan bagi perusahaan. Oleh karena
itu, masing-masing pihak harus berusaha agar tidak terjadi pemutusan
hubungan kerja dan perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja di mana
pengaturan pelaksaannya selalu disempurnakan secara terus menerus.

Maksud peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemutusan



hubungan kerja selain untuk melindungi pekerja dari kehilangan
pekerjaan juga memberikan perhatian kepada pengusaha atas
kesulitannya menghadapi perkembangan ekonomi yang tidak menentu.

Peran pemerintah pun tidak hanya berhenti disitu karena
perkembangan ketenagakerjaan yang selalu dinamis dan kompleksnya
permasalahan ketenagakerjaan harus tetap menjadi fokus pemerintah
sehingga peraturan-peraturan yang sudah ada harus terus diawasi
pelaksanaannya. Dalam pengawasan tersebut maka pemerintah pusat
harus terus bersinergi dan membangun koordinasi yang baik dengan
pemerintah daerah sehingga tugas pengawasan tersebut dapat

berjalan secara maksimaI.I B LA M

Diladenesia,sendiri masalah hukum mengenai ketenagakerjaan
masih__sangat__sering tﬁo@ QQ/Q ?Lak@af yla-n@sgyarusnya
diperoleh para pekerja, namun tidak diberikan oleh perusahaan tempat
bekerjanya menjadi masalah yang terus terjadi hingga saat ini. Salah
satu permasalahan hukum di bidang ketenagakerjaan tersebut adalah
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).*

Mengenai pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan

pemutusan hubungan kerja ini berlaku bagi:

3 Erica Gita Mogi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang di PHK Sepihak
oleh Perusahaan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Lex
Administratum, Volume V, Nomor 2, Maret-April, 2017, him. 61-72

4 Rizka Maulinda, dan Dahlan, M. Nur Rasyid, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak
Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. IU”, Kanun Jurnal llmu Hukum, Volume 18, Nomor
3, Desember, 2016, him. 337-351.



1. Badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum milik orang perseorangan, milik persekutuan, milik badan
hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.

2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha yang mempunyai pengurus
dan mempekerjakan orang lain dengan mendapat upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pekerja pun berhak pula
untuk mengakhiri hubungan kerja dimana tempat dia bekerja, tetapi
dalam praktek yang banyak terjadi di lapangan pengusahalah yang
mengakhirinya atau melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga

pengakhiran itu selalu mlnBi_peAthubungan kerja oleh

pihak pengusaha.

Dalam__bukum pea.lghm ng-) LGFQJEH Lya@ \/Mengatur
hubungan "antara pengusaha dan pekerja agar pengusaha tidak
bertindak sewenang-wenang terhadap pekerja. Dalam hubungan kerja
terdapat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Sehingga akan
tercipta hubungan yang serasi antara pengusaha dan pekerja dan
pengusaha tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara
semena-mena.

Dan dalam pandemi Covid-19 ini, pengusaha merasakan
kesulitan yang luar biasa hebatnya sehingga keputusan-keputusan
harus di ambil agar perusahaan dapat bertahan melewati pandemi

Covid-19. Salah satu keputusan yang mungkin akan diambil pengusaha



adalah pemusahan hubungan kerja kepada pekerjanya untuk
mengurangi beban perusahaan karena produksi yang menurun atau
tidak ada produksi sama sekali akan tetapi perusahaan harus tetap
membayarkan gaji karyawan setiap bulannya.

Terkait dalam pembahasan di atas, permasalahan-
permasalahan itu dapat ditemukan dalam kasus antara CHRISTINA
AFRIDA SINAGA, warga negara Indonesia, yang beralamat di Cililitan
Besar RT 005 RW 003, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati,
Jakarta Timur melawan PT THRIVENI, perseroan, yang beralamat di
Menara Anugrah Lantai 15, JI. Dr. lde Agung Gde Agung, Kav. 8.6 —

8.7, Kawasan Mega KuninlBala-rtzﬁ\M

Terkait.dalam pembahasan di atas, Kasus ini bermula bahwa
Penggugat_adalah pekﬁa@@@a@\he@ﬁm |-de@a\A/jabatan
sebagal” Supervisor Accounts berdasarkan Surat Keputusan
Pengangkatan Karyawan Tetap Tahun 2019 No. 001/TRV/JMB/II/2019
tertanggal 08 Februari jo. Surat Amandemen No. SA-
THRIVENI/03/11/2019 tertanggal 25 Februari 2019. Penggugat telah
bekerja selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, yaitu terhitung sejak
tanggal 08 November 2017 sampai dengan 25 Maret 2020 dengan
posisi atau jabatan terakhir Penggugat sebagai Supervisor Accounts
PT Thriveni, dengan gaji tetap perbulannya sebesar Rp 8.911.200,-

(delapan juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).



Pada 24 Januari 2020, Tergugat melakukan mutasi terhadap
Penggugat ke lokasi Perusahaan di Bengalon, Kalimantan Timur
berdasarkan Surat Keputusan No. 003/SKHR/TRV/1/2020, dengan
alasan melebarnya usaha Perusahaan di beberapa lokasi, tanpa
perundingan terlebih dahulu antara Penggugat dengan Tergugat
(untuk selanjutnya disebut “Surat Mutasi ke Kalimantan”);

Berdasarkan atas Surat Mutasi ke Kalimantan tersebut,
Penggugat mengirimkan Surat Tanggapan atas Surat Mutasi ke
Kalimantan tertanggal 03 Februari 2020 (untuk selanjutnya disebut
“Surat Tanggapan I”) kepada Tergugat yang pada intinya Penggugat

menyampaikan bahwa FIeBJIi ﬂoMgar dipertimbangkan

kemampuan.Renggugat untuk tetap bekerja di lokasi kantor di Jakarta
mengingat_kondisi Peng@g@ QIQ\QeLdQﬁALﬂﬂ_aser masih
merawat 2 (dua) anaknya yang berusia di bawah 5 (lima) tahun
(Balita) dengan kondisi masih menyusui anak keduanya.

Pada 12 Februari 2020, Tergugat kembali melakukan mutasi
terhadap Penggugat ke lokasi Perusahaan di Jambi berdasarkan Surat
Keputusan No. 001/SK-HR/TRV/II/2020 (untuk selanjutnya disebut
“Surat Mutasi ke Jambi”) dan tanpa perundingan terlebih dahulu antara
Penggugat dengan Tergugat. Kemudian, Penggugat kembali
mengirimkan Surat Tanggapan atas Surat Mutasi ke Jambi tertanggal
19 Februari 2020 (untuk selanjutnya disebut “Surat Tanggapan II”)

kepada Tergugat yang pada intinya Penggugat kembali menyampaikan



bahwa Penggugat memohon agar dipertimbangkan kemampuan untuk
tetap bekerja di lokasi kantor di Jakarta dengan kondisi Penggugat
dalam keadaan HAMIL serta masih merawat 2 (dua) anaknya yang
berusia di bawah 5 (lima) tahun (Balita) dengan kondisi masih
menyusui anak keduanya.

Dalam uraian di atas, skripsi ini diberi judul : “Tinjauan Yuridis
Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efesiensi Berdasarkan
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.
Dalam skripsi ini akan dianalisis bagaimana putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat serta pertimbangan hukumnya serta dengan pembatasan

pembahasan hanyalah rIeBwli-dﬁ Mtan dan pemutusan

hubungan.kerakarena efesiensi (dengan pembahasan yang mencakup
peranjian_kerja_waktu te%g;f rgﬁ%'ke@ ﬁakL-r @aWertentu,
pemutusan hubungan kerja serta penyelesaian perselisihan pemutusan
hubungan kerja).
B. Rumusan Masalah

Dalam peneliltian skripsi ini, permasalahan yang difokuskan
pada Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Karena
Efesiensi Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu peneliti merumuskan masalah
sebagaai berikut:
1. Bagaimana proses pemutusan hubungan kerja berdasarkan

Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian



Perselisihan Hubungan Industrial ditinjau dari Undang Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja
perusahaan X yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
karena efesiensi ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian
ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prrcle/g utusan hybungan kerja berdasarkan

Undang-undang No ntang Penyelesaian

SRR o oy e i L o
wun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum
terhadap pekerja perusahaan X vyang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) karena efesiensi ditinjau dari Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan

kegunaan secara praktis sebagai berikut :
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1. Kegunaan Teoritis
Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis,
sistematis dan rasional dalam meneliti permasalahan terkait
Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efesiensi
Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat NOMOR 223/PDT-SUS-PHI/2020/PN.JKT-PST).
2. Kegunaan Praktis
a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan informasi dalam
pembuatan kebijakan selanjutnya terkait dengan Analisis

Yuridis PemutusIrB{tnAM Karena Efesiensi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan %\LQ maQsOPLtuQr]C Ping@iw Negeri
Jakarta Pusat NOMOR 223/PDT-SUS-PHI/2020/PN.JKT-PST).
b. Bagi Instansi dapat dijadikan sebagai informasi terkait dengan
pertimbangan dalam penelitian ini. Selain itu dapat dijadikan
informasi agar lebih menata dan memperbaiki sistem serta
mengurangi tren atau resiko terhadap Analisis Yuridis
Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efesiensi Berdasarkan
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat NOMOR 223/PDT-SUS-PHI/2020/PN.JKT-PST).
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E. Kerangka Konsep dan Kerangka Teori

1.

Kerangka Konsep

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah
kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus
yang merupakan artiarti yang berkaitan dengan istilah yang
digunakan dalam penulisan atau peneliti.

a. Pemutusan hubungan kerja berarti suatu keadaan di mana
buruh berhenti bekerja dari majikannya, hakikat PHK bagi
buruh merupakan awal dari penderitaan, maksudnya bagi
buruh permulaan dari segala penderitaan, permulaan dari

berakhirnya mem[IﬂB;E:rjA Mlaan dari berakhirnya

membiayai. keperluan hidup sehari-hari baginya dan
e 5 CNO0OI OT Law

b. Menurut  Utrecht, kepastian hukum  mengandung dua
pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum
membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau
tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum
bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan

oleh Negara terhadap individu.
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http://skripsifakhukum.blogspot.com/

2. Kerangka Teori
a) Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.
Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek
“seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa
peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma
adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-
Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi
pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat,
baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam

hubungannya denlaBﬁA Mn-aturan itu menjadi

batasan bagi maSéjrakat dalam membebanl atau melakukan
g;lu A@r@a atLQnﬁ[u Larawsanaan

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. °

tindakan terhadap

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3
(tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:®
1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau
dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari
sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak

untuk semua orang di depan pengadilan;

5 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him.158.
6 Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem
Hukum?”, http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011),
diakses pada 24 September 2016.
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3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atay
doelmatigheid atau untility.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian
hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih
menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum
Fungsionalis mengutamakan  kemanfaatan  hukum, dan
sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa
injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum
yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat
menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

merupakan tujuarl BAVLS#M akan tetapi tujuan

hukum.yang.paling substantif adalah keadilan.’

Menurut L@cg; Qp@t@l h@uﬁanQnMMg dua
pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum
membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau
tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum
bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan

oleh Negara terhadap individu.2

7 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang
Pressindo, Yogyakarta, 2010, him.59.

8 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung,
1999, him.23.
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Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-
Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di
dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu
yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini,
hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini,
tujuan  hukum tidak lain dari sekedar menjamin
terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan
oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan
hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan
hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk

mewujudkan keadIaBtkﬂM, melainkan semata-

mata.uatuk-kepastian.®
b) Teorl Tentang PHS C h O O | O-F La W
Pemutusan hubungan kerja ini berdasarkan Pasal 150
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 meliputi PHK yang terjadi
di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan atau badan hukum, baik milik
swasta maupun milik Negara, maupun usaha-usaha sosial dan
usaha-usaha lainnya yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau

imbalan dalam bentuk lain.

9 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit
Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, him.82-83.
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Pemutusan hubungan kerja berarti suatu keadaan di
mana buruh berhenti bekerja dari majikannya, hakikat PHK bagi
buruh merupakan awal dari penderitaan, maksudnya bagi buruh
permulaan dari segala penderitaan, permulaan dari berakhirnya
mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya membiayai
keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya.
Pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah harus
mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja
(Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 151 ayat 2 dan 3 Undang-

undang o 13 7o 230 v [\ /}

(1) Dalam hal seéla upaya dllakuka tetapi pemutusan
D0k LB e

pemutusan hubungan kerja wajib di rundingkan oleh

hubungan kerj

pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan
pekerja atau buruh jika pekerja/buruh yang bersangkutan
tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

(2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksudkan dalam
ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan,
pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan Kkerja
dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
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Pemutusan hubungan kerja harus dijadikan tindakan
terakhir jika ada perselisihan hubungan industrial. Pengusaha
dalam menghadapi pekerjanya hendaknya:

a. Menganggap para pekerja sebagai partner yang akan
membantunya untuk menyukseskan tujuan usaha.

b. Memberikan imbalan yang layak terhadap jasa-jasa yang
telah dikerahkan oleh partnernya itu, berupa penghasilan
yang layak dan jaminan-jaminan social tertentu, agar dengan
demikian pekerja tersebut dapat bekerja lebih produktif.

c. Menjalin hubungan baik dengan para pekerjanya.

Para pekerja IyB Ib-ekAM perusahaan harus

mengimbangi jalinan atau hubungan kerja dengan kerja
nyata_yang baSngﬂ Qo@ ImQ an'—tar@gmé jawab
agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan penuh
keberhasilan bagi kepentingan pekerja itu sendiri. Segala hal
yang kurang wajar di dalam perusahaan tersebut akan di
selesaikannya dengan musyawarah dan mufakat seperti

perselisihan yang terjadi dalam suatu keluarga besar.

F. Metode Penelitian
Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis
normatif. Artinya, penelitian hukum tersebut dalam penulisannya

mengkonsepkan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat

17



diamati dalam kehidupan nyata. Dalam konteks penelitian terhadap
efektivitas hukum dibahas mengenai bagaimana hukum tersebut
diterapkan dan beroperasi dalam masyarakakat.®

Dalam konteks efektivitas hukum diteliti bahwa hukum tidak
semata-mata ditimbulkan dan  didasarkan dari literatur-literatur
hukum, namun sebagai suatu yang ditimbulkan dari keadaan
masyarakat atau proses penerapan hukum di dalam masyaraka
berdasarkan suatu gejala yang akan menimbulkan berbagai efek
dalam kehidupan sosial dengan merumuskan kesenjangan antara das
sein dan das solen, yaitu kesenjangan antara teori dengan realita atau

wznl |BLAM

Senadagdengan hal tersebut, Menurut pendapat Soetandyo
Wignjosoebroto mengeﬁl@h Qagl @fltllﬂ“ ale
doctrinal merupakan penelitian yang berupa studi empiris untuk
menemukan teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses
bekerjanya hukum dalam masyarakat. ' Seorang peneliti harus
menguasai secara seksama metode penelitian baik penguasaan teori-
teori penelitian, praktek penerapannya maupun tata cara penulisan
laporan yang benar.

Metode pada hakekatnya membentuk pedoman tentang tata
cara seseorang mempelajari, menganalisa, dan memahami

lingkungan yang dihadapinya. Kegiatan penelitian dilakukan apabila

10 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 31.
11Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012,
him.42.
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seseorang melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan
metode. Metode penelitian merupakan suatu bagian dalam penelitian
yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus
diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.?

Dalam hal ini tidak mungkin seorang peneliti akan melakukan
penelitian dan menuliskan laporan hasil penelitiannya secara
sempurna bila tidak menguasai metodenya. Penguasaan metode
penelitian akan bermanfaat secara nyata bagi seorang peneliti dalam
melakukan tugas penelitian. Peneliti akan dapat melakukan penelitian

lebih benar sehingga hasI B IiiemAlMerkualitas prima.t3

1. Metode Penelitian

Metode peneliia gdmprsLdtp ;f;u Lar@<¥1\-/langkah
dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode
penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu
pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk
melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya
mengacu pada bentuk-bentuk penelitiant4.

Metode penelitian ini memakai metode penelitian yuridis
normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian

terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-

12 Sutrisno Hadi, Metode Riset Nasional, AKMIL, Magelang, 1987, him.8.
13 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991,
him.17.
1 Prof. Dr. Suryana, M.Si, 2010, Buku Ajaran Perkuliahan Metodologi Penelitian
(Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif), Universitas Indonesia Indonesia, him. 16.
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undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian ilmu
hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai kaedah. Soerjono
Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka
dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum
kepustakaan. ® Penelitan hukum normatif dapat disebutkan
sebagai penelitian yang bertujuan untuk menggali dan
mengumpulkan data yang sudah didokumentasikan.®
2. Spesifikasi Penelitian
Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana dalam

penelitian ini mengl}bBﬂENM Tinjauan  Yuridis

RPemutusanHubungan Kerja Karena Efesiensi Berdasarkan
Undang___Undang aoglclﬂ qp|TaQuf LO@Wentang
Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 223/PDT-SUS-PHI/2020/PN.JKT-PST).
3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian Yuridis Normatif didapatkan melalui
data primer dan data sekunder. Data primer atau dikenal juga
dengan nama data dasar adalah data yang diperoleh secara

langsung dari masyarakat.'” Adapun data Primer berdasarkan atas

15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, him. 13-14.
16 Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, Metode Penelitian Hukum,
Jakarta, Krakatauw Book, 2009, him. 80.
17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet.ke-15, Raja
Grafindo, Jakarta, 2013, him.12.
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data diperoleh di masyarakat yang berkaitan dengan rumusan

masalah yang dibahas dengan kondisi yang ada di masyarakat.

a. Dalam penelitian ini data sekunder bersumber dari bahan-
bahan pustaka dalam bentuk bahan-bahan hukum yang
memiliki kekuatan mengikat. Bahan Hukum Skunder, yakni
bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil
penelitian, atau pendapat pakar hukum.'® Data sekunder antara
lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil
penelitian, yang berwujud laporan dan sebagainya. Data ini

diperoleh dengan IrBaEaA:M secara langsung di

lapangan.yang akan dilakukan di wilayah jawa barat. Baik
berupa__hasil Wa\gng;ronKQJ p@ﬂﬁ)ith@aWterlibat
langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang
diperoleh dari bahan-bahan pustaka.'® Adapun beberapa bahan
hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini jenis data
dibedakan menjadi tiga, yakni:
a. Bahan Hukum Primer,yaitu data yang diperoleh langsung
dari sumber pertama. Data ini diperoleh langsung di
lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang

terlibat langsung. 2° Seperti Norma Dasar, Peraturan

18 Amiruddin dan Zainal Asikin,hlm.32.

19 Soerjono Soekanto, Loc.cit.

20 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2008, him. 20.
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Dasar, Peraturan perundang-undangan, Bahan Hukum
Tidak Tertulis, Yurisprudensi, Perjanjian Internasional dan
Peraturan Jaman Penjajahan yang masih berlaku. Yang
berhubungan dengan penulisan ini adalah Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun
2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja

Wakitu TerteItBeEuAMi Tenaga Kerja dan

JTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 220 Tahun 2004
tentang SyarngrDIQ]QJha@ﬁ)aglﬁara’é/a\ésanaan
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum,
Undang-Undang, Yurisprudensi dan regulasi yang
memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum
primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa
literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian.

. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan
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penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet,

kamus Hukum,dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini antara lain menggunakan Teknik Studi kepustakaan Teknik Studi
Dokumen kasus-kasus hukum. Adapun Teknik normatif dilakukan
untuk mengumpulkan data skunder. Sedangkan teknik studi
dokumen yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder
sebagaimana yang telah dijabarkan diatas.

Dalam penelitiinB Enﬁleasi penelitian yang

dipilibzolehpenaulis untuk mendapatkan data penelitian di lingkup
Notaris, serta Perpustgag QI@IQJM,@e ptha-@rWasional,
Pengadilan Niaga.
5. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini pengolahan dan analisis data dilakukan secara
kualitatif. Dalam pengolahan dan analisis data secara kualitatif yaitu
dengan menghubungkan antara data yang diperoleh di lapangan
dengan permasalahan terkait. Setelah dilakukan analisis secara
kualitatif maka data yang diperoleh akan disajikan dengan secara
deskriptif kualitatif dan sistematis. Hal tersebut dimaksudkan

dengan menganalisis data yang didapat dikaitkan dengan teori-teori
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dalam landasan teoritis kemudian disajikan secara mendetail dan

tersusun untuk merampungkan tulisan ini.
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